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TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan Kketentuan
peraturan  perundang-undangan. Tambahan  penghasilan
sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan pertimbangan
beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi,
prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang
kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan
Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
mengamanahkan pemerintah daerah menetapkan pemberian
tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Lingkungan Pemerintah Daerah dengan peraturan Kepala Daerah
setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan
Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6063), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan Keuangan Daerah  Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D
Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Nomor 05);

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu
Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 06);
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12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2016 Nomor 45);

13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018
tentang. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2018 Nomor 68);

14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 28 Tahun 2019
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
Labuhanbatu Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan Rancangan
Peraturan Bupati;

b. melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati;

c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

d. melaporkan Perkembangan Rancangan Peraturan Bupati
kepada Sekretaris Daerah;

e. memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan
Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas;

f. mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat
paraf koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara

mutatis mutandis terhadap perubahan Peraturan Bupati dimaksud.
Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung

. jawab dalam melaksanakan tugas dan melaporkan hasilnya kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 14 (anuert 2025

54



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/19 /BKPSDM/III/2025
TANGGAL : 14 |anusri 2025

SUSUNAN TIM

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. Ketua
II. Sekretaris

III. Anggota

TAHUN ANGGARAN 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten
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. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten;
. Inspektur Daerah Kabupaten;
.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan;

. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia;

. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian dan

Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BUPATI



